GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1332/V/TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN DENDA PAJAK DAERAH
BAGI KENDARAAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA DALAM MASA

Menimbang :

Mengingat

PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

bahwa dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, beberapa
daerah di Provinsi Sulawesi Selatan memberlakukan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB);

Penerapan PSBB menyebabkan ditutupnya perkantoran untuk
sementara waktu, termasuk diantaranya yang bergerak di bidang
jual beli kendaraan bermotor;

Penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada huruf b,
mengakibatkan pemilik usaha tidak dapat melakukan pembayaran
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor tepat waktu sehingga dipandang perlu memberikan
insentif pajak berupa pembebasan denda pajak daerah;

bahwa pemberian insentif pajak daerah berupa keringanan,
pengurangan dan pembebasan pajak adalah merupakan
kewenangan Gubernur berdasarkan Pasal 74 Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif Pembebasan
Denda Pajak Daerah Bagi Kendaraan yang Jatuh Tempo
Pembayarannya Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di Provinsi Sulawesi Selatan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan

Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6487);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
326);

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor
296);

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Memberikan insentif pembebasan denda Pajak Daerah bagi kendaraan
yang jatuh tempo pembayarannya dalam masa Penerapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Denda Pajak Daerah yang dimaksud dalam diktum KESATU adalah denda
Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
khusus terhadap kendaraan yang akan melakukan proses balik nama,
baik kendaraan baru, mutasi masuk, maupun peralihan nama karena
alasan yang lain.

Pembebasan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berlaku hanya di Kabupaten/Kota yang menerapkan PSBB
sesuai Keputusan Menteri Kesehatan.

Pembebasan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berlaku sejak ditandatanganinya Keputusan Gubernur ini
sampai dengan 1 (satu) bulan kalender sejak berakhirnya masa PSBB
pada suatu Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
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Menugaskan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk:
a. memantau, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan
Keputusan ini;

b. bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait dan mengambil langkah-
langkah yang perlu dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada huruf a;
dan

c. melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Kepolisian Daerah Sulsel di Makassar;

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi

Sulawe31 Selatan di Makassar.

Catatan :
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